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ABSTRAK

Analisis Respon European Court Of Human Right (ECtHR)
Terhadap Pengajuan Protes Interdisant La Dissimulation Du Visage Dans

L’espace Public
(Larangan Penyembunyian Wajah Di Ruang Publik)

Oleh

Dyah Arum Nindya Kirana

Hadirnya European Court of Human Rights (ECtHR) sebagai aktor dalam
hubungan internasional memiliki pengaruh penting dalam dinamika global,
termasuk dalam isu hak asasi manusia (HAM). Perkembangan isu tersebut
kemudian memicu gerakan kesadaran negara-negara untuk membentuk instrumen
hukum dalam perlindungan HAM ditingkat regional maupun internasional, seperti
halnya Eropa. Berlandaskan pada European Convention of Human Rights
(ECHR), ECtHR hanya akan menerima dan memberi putusan pengadilan sesuai
dengan hal-hal yang tercantum di dalam ECHR. Berdasarkan hal tersebut, pada
tahun 2011, seorang wanita muslim berinisial S.A.S kemudian melaporkan
Perancis dengan alasan telah melanggar pasal 9 konvensi karena telah
mengesahkan peraturan Interdisant La Dissimulation Du Visage Dans L’espace
Public (larangan penyembunyian wajah di ruang publik). Menurut S.A.S,
peraturan tersebut dianggap telah menghilangkan hak kebebasan untuk berpikir,
hati nurani dan agama. Setelah melaui proses pengadilan, ECtHR pun memberi
putusan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Perancis terhadap
konvensi. Penelitian ini kemudian melakukan analisis deskriptif terhadap respon
pengadilan tersebut dengan menggunakan teori liberal institusional dan konsep
organisasi internasional. Hasil dari penelitian ini adalah dalam menjalankan
tugasnya sebagai pengadilan HAM regional, ECtHR telah melakukan peran
organisasi internasional dengan memberikan putusan akhir yaitu yang pertama
sebagai instrumen yang mendukung tujuan politik luar negeri Perancis. Kedua,
sebagai arena pemecahan masalah yang terjadi di Perancis yaitu dengan
menggunakan metode penyelesaian masalah secara damai. Ketiga, sebagai aktor
independen dengan memberikan putusan akhir berlandaskan pada ketentuan
dalam ECHR sehingga tidak dipengaruhi paksaan dari luar organisasi. Namun



terlaksananya ketiga peran tersebut ternyata tidak dapat menjamin pelaksanaan
perlindungan hak individu karena terdapat faktor situasional yang mempengaruhi
putusan ECtHR untuk mempertahankan kepentingan keamanan publik akibat dari
berkembangnya isu global.

Kata Kunci : Organisasi Internasional, ECtHR, Eropa.



ABSTRACT

Response Analysis of European Court Of Human Right (ECtHR) to Revolt
Submission of Interdisant La Dissimulation Du Visage Dans L'espace Public

(Prohibiting The Concealment of The Face in Public Space)

By

Dyah Arum Nindya Kirana

The existence of the European Court of Human Rights (ECtHR) as an actors in
international relations has an important influence in the global dynamics,
including in the issue of human rights. The development of the issue then trigger
the countries to be aware of creating legal instruments in the protection of human
rights at regional and international level, as well as Europe. Based on the
European Convention on Human Rights (ECHR), ECtHR will only accept and
give court decisions in accordance with the matters contained in the ECHR.
Therefore, in 2011, a Muslim woman with the initials S.A.S reported France on
the grounds of violating article 9 of the convention for having passed the rules of
Interdisant La Dissimulation Du Visage Dans L'espace Public (prohibiting the
concealment of the cace in public space). According to S.A.S, the regulation was
considered to have eliminated the right to freedom of thought, conscience and
religion. After proceeding the court, ECtHR also ruled that no violations were
committed by France to the convention. This research then performs a descriptive
analysis of the court's response by using institutional liberal theory and concept of
international organization. The result shows that EctHR, in carrying out its duty as
a regional human rights court, has performed the role of international organization
by giving the final judgement as an instrument that supports the French foreign
policy. Secondly, as a problem solver of what occurred in France by using the
peacefully method. Third, as an independent actor which gave final judgment
without being influenced by coercion from outside the organization with the
provisions contained in the ECHR in processing the problems. However, the
implementation of the roles can not guarantee the implementation of individual
rights because there are situational factorsto defend public security interests
resulting from the development of global issues.

Keywords: International Organization, ECtHR, Europe.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perancis merupakan negara Eropa yang menerapkan paham sekuler

sebagai prinsip dasar bagi kehidupan sosial negaranya. Paham sekuler adalah

paham yang memisahkan urusan agama dengan politik pemerintahan negara.

Paham sekuler yang dijadikan sebagai prinsip kehidupan Perancis tersebut dikenal

dengan prinsip Laïcité.1 Melalui Laïcité yang telah ada semenjak Revolusi Peracis

pada tahun 1789,2 Perancis berusaha untuk memunculkan kesetaraan dengan

memberikan peraturan bahwa semua agama hanya dapat diterapkan dalam lingkup

pribadi tanpa menunjukan identitasnya di ruang publik dan bersedia untuk bekerja

sama dengan kebijakan yang di keluarkan pemerintah Perancis.3 Sehingga fungsi

agama hanya sebatas perkumpulan dalam masyarakat, kemudian masyarakat

memiliki hak untuk bebas memilih agama maupun tidak beragama.

Prinsip sekuler Perancis kemudian diatur dalam Constitution Du 4 Octobre

1958 yang menjadi konstitusi negara. Dalam konstitusi tersebut, disebutkan

bahwa Perancis adalah sebuah negara republik sosial, sekuler, dan demokratis

yang menjamin kesetaran hukum, tanpa membedakan asal, ras, atau agama,

1 Lina Powell, 2013, The Constitutionality of France’s Ban on the Burqa in Light of the European
Convention’s Arslan v. Turkey Decision on Religion Freedom. Vol.31, No.1. hlm.122.
2 Liogier, 2009, Lïcité on the Edge in France, Macqurie Law Journal. Vol.9. hlm.26.
3 Ibid.
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dengan kewajiban warga negara yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai

“Liberty, Equality, Fraternity”.4

Adanya keberagaman asal, ras, dan agama di Perancis, memberikan pola

interaksi yang intensif pada ragam etnis budaya tersebut sehingga berkembang

menjadi model kebudayaan yang disebut multikultural.5 Keberagaman budaya

yang terus bertambah dinilai sebagai optimisme Perancis dalam melihat

multikulturalisme. Namun beragam masalah politik dan sosialpun hadir

mengikuti, seperti migrasi, identitas, dan rasisme. Hal ini dikarenakan kurang

kuatnya tekanan Perancis untuk berintegrasi. Sehingga masalah yang timbul

dalam masyarakat dapat mengancam kohesi sosial, dan timbulnya kecurigaan

dalam masyarakat.6

Kebudayaan dalam beragama menjadi hal yang dinilai sebagai sumber

masalah sosial tersebut. Sejak lama, Perancis telah memisahkan urusan agama

dengan politik pemerintahan negara, namun semenjak masuknya imigran yang

berasal dari negara-negara timur dengan sebagain besar dari mereka adalah

muslim, menjadikan Islam sebagai identitas baru dengan perkembangan

minoritas muslim yang semakin meluas.7 Kebudayaan dalam praktek agama para

imigran muslim yang masih menjaga kebiasaan dari tempat asal mereka, pada

akhirnya bergesekan dengan tradisi dan nilai-nilai Perancis.8

Kebudayaan dalam beragama para muslim dapat dilihat dari perayaan hari-

hari besar keagamaan, cara beribadah, ataupun cara berpakaian serta atribut

4 National Assambly, Constitution of October 4, 1958.
5Ki Supriyoko, 2005, Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat Dalam Perspektif
Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, hlm.331.
6 Ibid, hlm.21.
7 Tariq Ramadhan, 2004, Western Muslims and the Future of Islam, Oxford University Press, New
York, hlm.103.
8 Ibid.
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keagamaannya. Penggunaan atribut keagamaan kaum muslim berupa hijab, niqab,

dan burqa merupakan pakaian keagamaan yang selalu dikenakan bagi para wanita

muslim yang taat. Pemakaian atribut keagamaan tersebut secara jelas dapat dilihat

oleh masyarakat umum, sehingga penggunaan jilbab, niqab, dan burqa menjadi

masalah yang diperdebatkan di Perancis.

Selain memiliki nilai dan tradisi yang berbeda dengan Perancis,

penggunaan hijab, niqab, dan burqa yang digunakan setiap saat hingga ke ranah

publik, pada akhirnya menjadi urusan politik pemerintahan yang timbul dari

masyarakat minoritas muslim.9 Hijab merupakan kain yang menutupi bagian

kepala hingga menutupi leher wanita, burqa adalah tabir untuk menutupi mata

dengan menggunakan kain tipis atau dengan memberi celah-celah dibagian mata,

sedangkan niqab adalah tabir untuk wajah yang hanya memperlihatkan daerah

sekitar mata dengan jelas.10

Gambar 1.1 Perbedaan Hijab, Niqab, dan Burqa.
Sumber: Bint Ahmad,  2006, Its Islamic Ruling and Controversy in the Western World,

hlm. 6.

9 Bronwyn Winter, 2006, The Great hijap Coverup. Off Our Backs 36, no.3,  hlm. 20.
10 Bint Ahmad,  2006, Its Islamic Ruling and Controversy in the Western World, the London Open
College, hlm. 6.
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Penggunaan hijab, niqab, dan burqa menjadi perdebatan yang

menimbulkan pro dan kontra para aktivis, akademisi, hingga media internasional.

Hal ini karena penggunaan hijab, niqab dan burqa memiliki nilai budaya dan

keagamaan tersendiri sebagai bentuk ketaatan terhadap agama, dan kepercayaan,

sehingga ketika penggunaannya dilarang akan tetap mendapatkan penolakan dari

individu yang taat menggunakannya.11

Melihat mulai masuknya kembali urusan agama ke dalam publik Perancis,

Pemerintah kemudian mengesahkan peraturan baru pada konstitusi negara

Perancis, yaitu Undang-Undang Nomor 2004-228 yang mengatur tentang prinsip

sekularisme, mengenakan simbol-simbol atau pakaian yang mewujudkan afiliasi

keagamaan di sekolah, perguruan tinggi dan sekolah menengah umum. Peraturan

ini dimuat pada kode L.141-5-1 yaitu pasal mengenai pendidikan dalam

Constitution Du 4 Octobre 1958.12 Akibat dari kebijakan ini, penggunaan atribut

keagamaan dibatasi. Seperti hijab bagi para muslim, salib berukuran besar bagi

para nasrani, dan kippah bagi yahudi.

Pada tahun 2010, kebijakan tersebut terus mengerucut hingga

menghasilkan Interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, yaitu

larangan penyembunyian wajah di ruang publik yang disahkan pada 13 Juli

2010.13 Tempat umum yang dimaksud adalah mencakup tempat hiburan dan

liburan, jalanan, pasar, gedung pemerintahan, transportasi umum, dan sebagainya.

Larangan tersebut tidak hanya berlaku untuk warga negara Perancis  saja, tetapi

11 Court Wach, SAS v. France.
12Campusfance, 2006, Praktek Agama, Badan Nasional untuk Promosi Pendidikan Tinggi
Perancis di Luar Negeri. diakses pada 10 September 2016 melalui link
<http://www.indonesie.campusfrance.org/id/node/9263>.
13Konstitusi terlampir.
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juga para wisatawan yang merupakan warga asing dengan alasan kemudahan

dalam identifikasi agar meminimalisir kriminalitas.14

Setelah disahkan sebagai peraturan negara, kebijakan ini dianggap oleh

kaum muslim dan kelompok-kelompok yang kontra terhadap peraturan tersebut,

telah menghilangkan kebebasan wanita minoritas muslim untuk menggunakan

atribut keagamaan mereka yang disebut sebagai freedom to manifest religion. Hal

ini kemudian mendapat protes dari minoritas muslim, mengingat Perancis telah

meratifikasi norma internasional mengenai Freedom to manifest religion yang

tercantum dalam Pasal 9 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.

ARTICLE 9

Freedom of thought, conscience and religion (Kebebasan berfikir, hati nurani,
dan beragama)

1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this
right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either
alone or in community with others and in public or private, to manifest his
religion or belief, in worship, teaching, practice and observance. (Setiap
orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama; Hak ini
mencakup kebebasan untuk mengubah agamanya atau kepercayaan dan
kebebasannya, baik sendiri maupun dalam komunitas dengan orang lain dan
di depan umum atau swasta, untuk mewujudkan agamanya atau
kepercayaannya, dalam penyembahan, pengajaran, praktik dan ketaatan).

2. Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only to such
limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic
society in the interests of public safety, for the protection of public order,
health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.
(Kebebasan untuk mewujudkan agama atau keyakinan seseorang hanya akan
tunduk pada pembatasan seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang dan
diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keselamatan
publik, untuk perlindungan ketertiban umum, kesehatan atau moral, atau
untuk perlindungan terhadap Hak dan kebebasan orang lain). 15

14 Anne Roberts, Veilled Politis: Legitimating the Burqa Ban in the French Press, hlm. 2.
15European Convention on Human Rights, pasal 9, hlm.10-11.



6

Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut pada tahun 2010, berbagai aksi

demonstrasi terjadi di beberapa kota Perancis seperti di Paris, Lille, dan Marseille

terkait disahkannya undang-undang tersebut. Dalam aksinya, mereka

menyebutkan jika tidak ada paksaan dari suami dan ayah mereka, juga tidak ada

rasa tertindas akibat dari penggunaan hijab, burqa, maupun niqab. Bentuk protes

lainnya ditunjukan melalu aksi long-marched yang dilakukan 3000 orang dengan

menggunakan turban untuk menunjukan ketidak senangan mereka terhadap

konstitusi pelarangan tersebut.16 Selain itu, aksi protes yang diawal masalah

individu juga terjadi. Hal ini terjadi akibat dikenakannya sanksi denda terhadap

seorang wanita karena mengenakan jilbab di tempat umum, sehingga suaminya

mengajukan pembelaan. Namun yang terjadi adalah penangkapan dilakukan

terhadap suami wanita tersebut sehingga hal ini meyebabkan adanya kerusuhan

antara masyarakat muslim dengan pihak kepolisian Trapes, kota tempat kejadian

perkara.17

Terjadinya kasus penangkapan terhadap para muslim khususnya wanita,

pada akhirnya membawa seorang wanita muslim berinisial S.A.S. pada tahun

2011 untuk melaporkan kasusnya kepada European Court of Human Rights

(ECtHR). ECtHR merupakan mahkamah hak asasi manusia (HAM) di Eropa yang

didirikan pada tanggal 21 Januari 1959 di Strasbourg, Perancis. Sebagai

mahkamah hak asasi manusia di Eropa, ECtHR dibentuk untuk melindungi hak-

hak sipil dan politik warga negara di Eropa. ECtHR secara luas dipandang sebagai

pengadilan transnasional yang paling efektif untuk pengaduan yang diajukan tidak

16 Hugh Schofield, Sikhs Protest Against French Ban, diakses 1 April 2017. Diakses melalui link
http://news.bbc.co.uk.
17 Alex Lantier, 2013, Riots hit Trappes, France after Police Arrest Family of Veiled Muslim
Woman, Diakses pada 1 April 2017 melalui link http://www/wsws/org.
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hanya organisasi namun juga perorangan untuk dapat melawan pemerintahan

mereka. Bahkan, gugatan pelanggaran yang dilaporkan juga dapat dilakukan oleh

negara-negara anggota untuk melawan satu sama lain.18 Meskipun demikian,

ECtHR memiliki prinsip-prinsip yang telah diatur dalam European Convention of

Human Rights (ECHR) atau Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, sehingga setiap

kasus yang masuk merupakan kasus yang terkait dengan ketentuan konvensi.

Sesuai dengan prinsip dasar ECtHR yang  memproses laporan hukum

berdasarkan ECHR, maka pelapor memberikan laporan bahwa Perancis telah

melanggar Pasal 9 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa karena membuat Undang-

Undang mengenai larangan penyembunyian wajah di ruang publik. Selain itu

laporan protes yang diberikan kepada ECtHR dilatar belakangi karena wanita

muslim tersebut tidak mendapat rasa nyaman saat berada di luar rumah, seperti

tidak mendapatkan pelayanan publik dengan baik dan merasa hak untuk dihormati

kehidupan pribadi dan keluarga tidak ia dapatkan. Selain itu, hak kebebasan

berfikir, berkeyakinan, dan beragaman, kebebasan berekspresi, dan kebebasan

berasosianya tidak diterima sehingga minoritas muslim merasa didiskriminasi

oleh negaranya sendiri.19

Sejak disahkannya larangan penyembunyian wajah pada tahun 2010

hingga tahun 2016, memang hanya ada satu laporan terkait pelanggaran Pasal 9

Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang diterima oleh ECtHR. Hal ini

dikarenakan pengadilan harus menolak permohonan apapun yang diajukan oleh

individu apabila dasar faktual dari permohonan yang baru sama dengan yang

sebelumnya telah pengadilan proses dan putuskan, namun tidak menjadi masalah

18Alice Donald, Jane Gordon, Philip Leach, 2016, Parliaments and the European Court of Human
Rights. Oxford University Press.United Kingdom. hlm.19.
19 Anual Report 2014, European Court of Human Rights.
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jika ada penjelasan hukum baru yang dilibatkan. Pengaturan pembatasan terhadap

permohonan individu tersebut untuk mencegah penggandaan pemeriksaan oleh

lembaga internasional.20

Laporan terkait pelanggaran Pasal 9 Konvensi tersebut kemudian diproses

secara hukum dan direspon dengan hasil bahwa ECtHR  memutuskan “No

Violation”.21 Hal ini berarti bahwa pengadilan memutuskan jika Perancis tidak

melakukan pelanggara terhadap Pasal 9 Konvensi HAM Eropa yang diajukan oleh

S.A.S. Meskipun hanya terdapat satu laporan kasus, namun peneliti merasa

laporan tersebut menarik untuk dibahas. Hal ini karena putusan pengadilan yang

menyatakan Perancis tidak melakukan pelanggaran terhadap konvensi meskipun

penggunaan burqa dan niqab sebagai penutup wajah merupakan pilihan dan salah

satu bentuk freedom to manifest religion yang tercantum dalam Pasal 9 Konvensi

Hak Asasi Manusia Eropa.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya,

maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

Bagaimana analisis  respon European Court of Human Rights terhadap

pengajuan protes Interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public

(larangan penyembunyian wajah di ranah publik) ?

20 Council of Europe, Council of Europe Treaty Series - No. 213, Protocol No. 15 amending the
Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Hlm. 165.
21 Application No.43835/11-S.A.S. v. France, Written Comment of the Open Society Justice
Initiative. Diakses pada 18 Maret 2017, mealui link http://www.assemblee-
nationale.fr/13/projects/pl2520.asp.
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini adalah untuk menganalisis respon European Court of Human

Rights terhadap pengajuan protes Interdisant la dissimulation du visage

dans l’espace public (larangan penyembunyian wajah di ranah publik).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara teoritis memberikan pengembangan kajian

mengenai organisasi regional dan institusi yang berlaku dengan

pendalaman teori liberal institusional dan konsep organisasi internasional.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan Ilmu

Hubungan Internasional dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan

referensi untuk penelitian berikutnya, khususnya pada kajian organisasi

internasional dan hak asasi manusia.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitan ini, peneliti menggunakan literatur review

yang memiliki kesamaan tema sehingga dapat dijadikan sebagai bahan

pembanding dengan penelitian saat ini.

Pertama, peneliti menggunakan artikel berjudul The Veil of Ignorance: A

Critical Analysis of the French Ban on Religions Symbols in the Context of the

Application of Article 9 of the ECHR yang ditulis oleh Baljit Kooner dari

Southampton Solent University. Dalam artikel ini memberikan jabaran analisis

dan kritikan terhadap hukum di Perancis yang disahkan pada tahun 2003

mengenai pelarangan penggunaan simbol keagamaan yang dipakai di sekolah

umum. Kritikan diberikan karena terlihat jelas bahwa dalam penerapannya, wanita

muslim lebih dijadikan sebagai target konstitusi tersebut dibandingkan dengan

agama yang lainnya, meskipun pada penulisan redaksionalnya terlihat netral.

Penelitian mengenai gagasan sekulerisme yang digunakan oleh Perancis dalam

membenarkan larangan tersebut sebenarnya adalah fundamentalis sekularisme

yang tidak sesuai dengan Konvensi Eropa.22

Kedua, peneliti kembali menggunakan artikel sebagai bahan selanjutnya.

Artikel ini berjudul Burqa and Bans: The Wearing of Religious Symbols under the

22Kooner, Baljit, 2008, The Veil of Ignorance: A Critical Analysis of the French Ban on Religions
Symbols in the Context of the Application of Article 9 of the ECHR, Mountbattem Journal of Legal
Studies vol.12, London.
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European Convention of Human Rights yang tulis oleh Armin Steinbach. Dalam

artikel ini, lebih banyak membahas mengenai tanggapan ECtHR (European Court

of Human Rights) terhadap Article 9 para 2 ECHR(European Convention on

Human Right)mengenai “respect for the minimum requirement of life in society”

yang lebih mengacu pada bahasan “living together”. ECtHR sebagai badan hak

asasi manusia di Eropa terkesan mengabaikan hak-hak warga Muslim yang

tinggal di Perancis, karena The Court menganggap bahwa deFinisi “living

together” yang disampaikan dalam pasal 9 ayat 2 tersebut dianggap abstrak,

sehingga terjadi bias makna. Karena yang dipahami adalah ketika diberi hak untuk

hidup bersama dengan budaya dan agama lain, maka “right of others” hak orang

lain juga untuk merasa tidak terganggu oleh kegiatan budaya dan agama lain23.

Ketiga, penulis menggunakan penelitian berjudul Why the French Don’t Like

Headscarves yang ditulis oleh John R. Bowen. Dalam tulisannya, Bowen

mengakatakan bahwa hukum yang berlaku di Perancis  berdasarkan pada

pandangan dasar mereka mengenai sekulerism yang menggambarkan sikap radikal

terhadap Islam, kecenderungan pada komunalism, dan penindasan terhadap wanita

yang berada di pinggiran kota miskin. Meskipun sebagaian Muslim yang serius

pada perkembangan kehidupan masyarakat Perancis.

Keempat, penulis akan membahas tulisan Marie Haspeslagh pada tahun

2011 yamg berjudul The Belgian Burqa-Ban: Unveiled From a Human Right

Perspective.24 Tulisan ini dilandasi oleh penalaran ECtHR dalam menganalisis

larangan umum tentang burqa di ruang publik yang terjadi di Belgia. Secara

23Armin Steinbach,2015. Burqa and Bans: The wearing of Religious Symbol under the European
Convention of Human Rights, vol.4.Cambridge Journal of International and Comparative Law.
24 Marie Haspeslagh, 2011, The Belgiab Burqa-Ban: Unveiled From a Human Right Perspective,
University of Ghent.
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keseluruhan, Marie Haspeslagh menemukan bahwa larangan Belgia merupakan

suatu pembatasan yang dibenarkan. Analisis larangan tersebut menggunakan

perspektif  hak asasi manusia yang dapat menjadi contoh bagi negara-negara

Eropa lain termasuk dalam analogi pada larangan di Perancis juga larangan lain

yang akan muncul di masa depan.

Dari tinjauan pustaka yang telah dijabarkan dapat diketahui bahwa pada

penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian yang berbeda dari penelitian saat

ini. penelitian pertama menjelaskan mengenai kritik terhadap Article 9 dalam

konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan penerapan

di masyarakat, khususnya pada kaum muslim di Perancis. Penelitian kedua

memberikan gambaran mengenai ketidakpastian ECtHR sebagai lembaga

pengadilan HAM yang ada di Eropa dalam mengartikan arti “living together”

dalam Pasal 9 konvensi Eropa mengenai HAM, sehingga dalam menangani

permasalahan kaum Muslim di Perancis mengenai hak-hak yang sama dengan

agama lain pun dianggap tidak adil dalam pemberian keputusan. Penelitian

selanjutnya mengatakan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan peradilan

yang adil dan tidak memihak (fair and impertial court). Sedangkan literatur yang

terakhir memberikan analisis berdasarkan hukum yang sama yang telah

diterapkan di Belgia dan telah dibahas menurut ECtHR bahwa larangan tersebut

merupakan pembatasan yang dibenarkan.

Dengan demikian, tinjauan pustaka tersebut yang membedakan dengan

penelitian skripsi ini adalah fokus penelitian yang mengarah pada analisis respon

ECtHR terhadap pengajuan protes larangan penggunaan penutup wajah di ruang

publik.



13

2.2 Landasan Teori dan Konsep

2.2.1 Liberal Institusionalisme

Lahirnya aliran liberal institusionalisme menjadi paham yang

menyatakan bahwa institusi internasional dapat menolong kerja sama

karena semakin tingginya interdepedensi antar aktor non negara.25

Liberalisme institusionalisme juga menjadi perspektif dalam hubungan

internasional yang fokus pada perdamaian internasional juga hak asasi

manusia.26 Kaum liberal institusionalisme memiliki budaya yaitu

memandang sama hak asasi manusia bagi setiap individu, dengan

mengabaikan nilai-nilai dan aturan tersendiri yang dimiliki suatu negara

dalam melindungi serta mengakui hak masyarakatnya. Sehingga hak asasi

manusia akan dipandang sama tanpa ada pembeda dari nilai maupun

aturan suatu negara.27

Sebuah pemikiran yang diajukan oleh John Locke bahwa semua

individu dikaruniai oleh Tuhan hak yang melekat atas hidup, kebebasan

dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara sekalipun.28

Dikatakan melekat karena hak-hak tersebut memiliki kodrat kelahirannya

sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi

kekuasaan manapun termasuk negara, sehingga pada dasarnya hak-hak ini

tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.

25 Robert J, & Georg S, 2005, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Pustaka belajar,
Yogyakarta, hlm.80.
26 Ibid, hlm.175.
27 Kurniawan Kunto & Nunung Prajarto, 2005, Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju
Democratic Governances, Vol.8 no.3.
28 Satya Arinanto, 1998, Constitutional Law and Democratization in Indonesia; Sebuah Kumpulan
Artikel, Publishing House Faculty of Law University of Indonesia, hal. 83.



14

Menurut kaum liberal institusionalisme, institusi internasional

merupakan mediator untuk mengatur tindakan antar aktor di dalam sistem

internasional dengan keanggotaan global, regional atau subregional.29 Tim

Dunne melihat liberal institusional sebagai fungsi-fungsi yang tidak dapat

dijangkau oleh negara30 akan dapat diatasi dengan pembentukan organisasi

yang secara spesifik menjalankan fungsi tersebut, sehingga muncul aktor-

aktor diluar negara, seperti multinational corporations (MNC), non-

governmental organisations (NGO), dan intergovernmental organisations

(IGO).31 Secara lebih spesifik Keohane mendefinisikan institusi

internasional sebagai seperangkat peraturan yang dapat diartikan sebagai

salah satu dari tiga bentuk, yaitu: 32

1. Organisasi formal antar pemerintah atau organisasi antar negara non

pemerintah. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan khusus,

organisasi ini bisa mengawasi aktivitas dan memberikan respon

terhadap aktivitas tersebut.

2. Rezim Internasional

Rezim adalah insitusi yang memiliki peraturan eksplisit yang disetujui

oleh  negara-negara. Peraturan-peraturan tersebut dihubungkan dengan

beberapa isu-isu hubungan internasional.

29 Ibid, hlm. 193.
30 Fungsi negara secara umum yaitu fungsi keamanan dan ketertiban, fungsi kesejahteraan dan
kemakmuran, fungsi pertahanan, serta fungsi keadilan.
31 Dunne, 2001, Liberalism. In J. Baylis, & S. Smith, The Globalization of World Politics. Oxford.
hlm.162.
32 Luterbacher, U & Sprinz, DF, 2001, International Relations and Global Climate Change, MIT
Press, hlm. 56.
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3. Konvensi

Konvensi adalah institusi informal yang memiliki peraturan dan

kesepahaman implisit yang membentuk harapan dari para aktor-aktor

yang terlibat. Konvensi memungkinkan aktor-aktor tersebut untuk

memahami aktor yang lain tanpa adanya peraturan yang eksplisit, guna

memberi koordinasi pada tindakan-tindakan mereka.

Keohane mengatakan kaum liberal institusional merupakan

tingkatan institusionalisasi yang tinggi, dan secara signifikan mengurangi

efek dari anarki multipolar.33 Institusi dibuat karena tidak adanya

kepercayaan di antara negara-negara, sehingga institusi berperan dalam

pertukaran informasi mengenai apa yang dilakukan negara satu sama lain,

dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan

lain juga mengimplementasikan komitmennya sendiri untuk memunculkan

kesolidan dari  kesepakatan internasional. Dengan demikian, institusi

membantu mengurangi rasa takut dan menyediakan suatu forum

negosiasi.34

2.2.2 Organisasi Internasional

Hadirnya organisasi internasional (OI) sebagai subjek hubungan

inter/nasional menjadikan OI sebagai aktor non negara yang terbentuk

berdasarkan kesepakatan yang terjadi di antara anggota-anggotanya dan

menjalankan fungsi-fungsi yang tidak dapat dijangkau oleh negara. D.W.

Bowett memberikan pengertian umum mengenai organisasi internasional

33 Robert O. Keohane, 1995. The Promise of Institutionalist Theory: International Security, Vol.
20, No. 1. Hlm.43.
34Op,cit,. hlm.195.
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“In general, however, they were permanent
association...,based upon treaty of multilateral than a bilateral
type and with some define criterion of purpose.” (Secara umum,
bagaimanapun, mereka adalah asosiasi permanen ..., berdasarkan
perjanjian multilateral daripada tipe bilateral dan dengan
menetapkan beberapa kriteria tujuan).35

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa organisasi internasional

merupakan asosiasi yang permanen dan harus memiliki syarat yaitu

perjanjian yang memiliki tujuan tertentu dan lebih cenderung pada

perjanjian multilateral dibanding bilateral.

Lerroy Bennet mengatakan bahwa terbentuknya organisasi

internasional karena adanya sebuah kesepakatan yang menegaskan hak dan

kewajiban bersama demi kerja sama atau perdamaian. Organisasi

internasional juga dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan peraturan-

peraturan agar berjalan tertib dalam mengupayakan tercapainya tujuan

bersama dan juga menjadi sebuah tempat sebagai upaya memenuhi

kepentingan nasional negara anggotanya. Oleh karena itu,  organisasi

internasional tidak pernah dibentuk untuk saling memerangi ataupun saling

memusuhi antar anggotanya.36 Sehingga dalam penyelesaian masalahpun,

organisasi internasional lebih memilih penyelesaian secara damai

meskipun penyelesaian melalui cara kekerasan juga menjadi metode yang

diakui.

Organisasi internasional dalam hubungan internasional telah diakui

karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang

35D.W. Bowett, 1970 The Law of Internasional Institutions, 2an edisi, Butter Worth, London,
hlm.5-6.
36 Ibid, hlm.93.
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dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini, organisasi internasional dianggap

dapat memengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung.37 Dalam

buku karangan Clive Archer yang berjudul International Organisation

menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dibagi ke dalam tiga

kategori, yaitu: 38

1. Sebagai Instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara

negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan

politik luar negerinya. Suatu instrumen menunjukan tujuannya apabila

memperlihatkan kegunaannya dalam periode tertentu. hal ini biasa

terjadi pada intergovernmental organisations yang anggota-anggotanya

merupakan negara berdaulat sehingga dapat membatasi tindakan-

tindakan organisasi internasional.

2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu

anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-

masalah yang dihadapi disuatu negara maupun sistem internasional.

Organisasi internasioal menyediakan kesempatan bagi para anggotanya

untuk lebih meningkatkan pandangan serta usul dalam suatu forum

politik dimana hal seperti ini tidak dapat diperoleh dalam diplomasi

bilateral.

37 Le Roy Bannet, 2006, Intenasional Organisation: Principles and Issues, dalam Pengantar
hubungan Internasional, es. Yani dan Perwita, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 91.
38 Cliver Archer, 2006, International Organisation, dalam Pengantar Hubungan Internasioal, ed
Yani dan Perwita, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 95.



18

3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat

keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau

paksaan dari luar organisasi

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan menjelaskan permasalahan

penelitian yaitu untuk mengetahui analisis respon European Court of Human

Rights dalam menanggapi pengajuan protes S.A.S terhadap larangan penggunaan

penutup wajah di Perancis. Permasalahan yang akan diteliti kemudian

digabungkan dengan teori dan konsep yang akan disusun dalam kerangka

pemikiran

Permasalahan antara Perancis dan S.A.S merupakan suatu hal yang terjadi

antara warga negara dan pemerintahan yang tidak dapat diselesaikan dalam

negerinya. Liberal institusionalisme memandang hal tersebut dapat diatasi dengan

bantuan dari pihak ketiga, dalam permasalahan ini yaitu European Court of

Human Rights sebagai intergovernmental organisation (IGO). Liberal

institusionalisme juga fokus pada hak asasi manusia dan memiliki budaya dalam

memandang sama hak asasi manusia tanpa ada pembeda dari nilai maupun aturan

suatu negara.

Sedangkan pada penelitian ini, konsep organisasi internasional dijadikan

arahan ECtHR untuk menganalisis peran OI yang dapat membantu meredam

permasalahan yang terjadi karena kewenangannya sebagai pengadilan HAM

Eropa. Di dalam penelitian ini, peneliti menganalisis menggunakan peran OI yaitu

sebagai instrumen, sebagai arena mendiskusikan serta memecahkan masalah yang

terjadi di suatu negara, dan sebagai aktor independen, sehingga ECtHR sebagai OI
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memiliki fungsi untuk bertindak sesuai kadarnya dalam memberi putusan. Selain

itu ECtHR sebagai OI juga menjadi alat untuk mempertahankan peraturan-

peraturan agar berjalan tertib dalam mengupayakan tercapainya kerja sama dan

perdamian tanpa menimbulkan permusuhan satu sama lain dengan penyelesaian

masalah secara damai.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Protes terhadap Interdisant la dissimulation
du visage dans l’espace public (larangan

penyembunyian wajah di ruang publik) oleh
Perancis.

Liberal
Institusiaonalisme

Respon European Courth
of Human Right (ECtHR)

Organisai
Internasional
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan

untuk meneliti kondisi obyek alamiah yang menempatkan peneliti sebagai

instrumen kunci yaitu peneliti akan membutuhkan ketajaman dalam menganalisis

suatu masalah. Penelitian kualitatif didefiniskan sebagai suatu proses untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang terdapat

dalam interaksi manusia.39 Dalam penelitian dengan metode kualitatif maka

penelitian akan memberi gambaran mengenai individu atau kelompok tertentu

tentang keadaan dan gejala yang terjadi.40

Metode penyajian data dalam penelitian ini merupakan kualitatif

desktiptif. Penelitian ini menampilkan data-data yang menggambarkan suatu

masalah, gejala, fakta dan peristiwa yang akan dijelaskan secara deskriptif.

Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan

deksriptif berupa kata-kata tertulis.41 Penelitian kualitatif dengan analisis

deskriptif akan menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan

39Marshal, Catherine & Gretchen B Rossman , 1995, Designing Qualitative Research, Sage
Publication, California.
40 Koentjaraningrat. 1993, Metode-metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta, hal.89.
41 Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
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pengaruh terhadap suatu kondisi.42 Selanjutnya penelitian kualitatif akan

memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian misalnya perilaku,

tindakan, presepsi yang disajikan dengan bentuk kata-kata ataupun bahasa. Dalam

penelitian ini tipe analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan respon

European Court of Human Rights terhadap pengajuan protes larangan

penyembunyian wajah di ruang publik.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya batasan-batasan untuk

menghindari keluarnya topik permasalahan lain sehingga berguna untuk memilih

data yang relevan untuk digunakan sebagai sumber data yang dikumpulkan43.

Pada penelitian ini, fokus yang ditetapkan adalah bagaimana analisis

respon European Court of Human Rights terhadap pengajuan protes larangan

penyembunyian wajah di ruang publik yang terjadi di Perancis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa

data sekunder yang diperoleh dari studi literatur seperti buku, jurnal, dan artikel,

serta studi dokumentasi melalui website resmi. Untuk menunjang data-data berupa

dokumen ECHR, informasi hasil putusan kasus yang ditangani oleh ECtHR, data

pemerintah Perancis, serta infomasi lain dalam jurnal dan buku-buku yang

berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti mengakses website resmi European

Court of Human Rights, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI).

Tujuan analisis data sekunder adalah untuk menerapkan permasalahan penelitian

42 Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. CV. Alfabeta. Bandung.,
hal. 243.

43 Ibid. Hal. 156.
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baru yang berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga tujuannya harus

berbeda.44

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk melakukan penelitian karena dengan

menggunakan teknik analisis data, peneliti akan mendapatkan jawaban dari

permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mencari dan

menyusun data secara sistematis yang dapat diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori yang kemudian dijabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola

dan membuat kesimpulan yang mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang

lain.45 Maka analisis data merupakan pengumpulan data yang disusun secara

sistematis sehingga hasil penelitian dapat dipresentasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan catatan lapangan, dan

dokum.entasi

Metode analitik deskkriptif digunakan untuk menganalisis data-data yang

telah dikumpulkan. Analisis data dilakukan secara induktif yaitu melihat fakta

empiris dan mempelajari fenomena yang terjadi. Adapun langkah-langkah dari

proses analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut: 46

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu suatu proses merangkum data, seperti memilih

data-data yang pokok, memfokuskan pada suatu hal yang penting, serta

mencari tema dan pola penelitiannya. Dengan melakukan reduksi data,

44 Heaton, Janet. 2008, Secondary Analysis of Qualitative Data: An Overview. In Historical Social
Research, Hal. 33-45.
45 Op.cit, Sugiyono hal. 244.
46 Ibid.  Hal. 246.
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peneliti akan lebih mudah dalam melakukan pengumpulan data karena

dengan melakukan proses tersebut akan membantu pengorganisasian

terhadap data-data sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang

hasil pengamatan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah melakukan proses reduksi data, maka langkah selanjutnya

adalah proses penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan

informasi yang telah tersusun yang memungkinkan untuk melakukan

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam

penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan

grafik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk penyajian data

yang berupa uraian teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion Drawing / Verification (Kesimpulan / Verifikasi)

Langkah ketiga dalam proses analisis data penelitian kualitatif yaitu

pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti perlu mencari adanya

pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering muncul, sehingga

data tersebut dapat diambil kesimpulan. Setelah itu peneliti melakukan

uji kebenaran atau verifikasi  terhadap penelitian yang dilakukan yang

didasarkan pada proses reduksi data dan penyajian data
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IV. GAMBARAN UMUM

4.1 European Court of Human Rights (ECtHR)

Perkembangan isu hak asasi manusia (HAM) saat ini tidak lagi menjadi

masalah yang eksklusif dalam negara, namun juga merupakan kewenangan yang

diatur oleh hukum nasional maupun hukum internasional. Terjadinya pelanggaran

HAM kemudian memicu perkembangan gerakan kesadaran negara-negara dunia

untuk membentuk instrumen hukum dalam perlindungan HAM di tingkat nasional

maupun regional. Hal ini disebabkan karena hukum regional dibentuk untuk

mengikat negara-negara yang meratifikasi hukum tersebut, sehingga dapat

meminimalisir terjadinya pelanggaran di level nasional. Seperti halnya Eropa

yang membangun kesadaran perlindungan HAM regionalnya dengan membentuk

European Court of Human Rights (ECtHR) yang menjadi pengadilan hak asasi

manusia Eropa sebagai organ dari Council of Europe (CoE). Hingga saat ini

ECtHR memiliki anggota berjumlah 47 negara yaitu Inggris, Perancis, Irlandia,

Belgia, Belanada, Luxemburg, Norwey, Swedia, Denmark, Italia, Monako,

Jerman, Swiss, Liechtenstein, Austria, Firlandia, Portugal, Spanyol, San Marino,

Yunani, Polandia, Ceko, Slowakia, Hongaria, Slovenia, Kroasia, Bosnia-

Herzegovina, Serbia, Albania, Republik Makedonia, Montenegro, Bulgaria,
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Rumania, Ukraina, Turki, Siprus, Estonia, Latvia, Rusia, Georgia, Armenia,

Azerbaijan, Andorra, Estonia, Lituania,  Malta.47

Tujuan dari CoE sebagai organisasi internasional regional Eropa yang

khusus membidangi masalah hak asasi manusia adalah untuk  melindungi dan

mewujudkan cita-cita serta prinsip warisan bersama. Untuk mewujudkan hal

tersebut, CoE kemudian menghasilkan perjanjian mengenai hak asasi manusia

yang diharapkan mampu menjadi alat pencegah perang di masa depan.48

Perjanjian tersebut adalah European Convention on Human Rights (ECHR) yang

ditandatangani di Roma pada tanggal 4 November 1950 dan mulai diberlakukan

pada September 1953. ECHR sebagai perjanjian HAM regional yang melindung

hak sipil dan politik yang mendasar, kemudian menciptakan tindakan yang

mendukung perlawanan terhadap terjadinya pelanggaran HAM dengan

membentuk badan mekanisme penegakan kewajiban yaitu European Court of

Human Rights (pengadilan regional yang menjalankan fungsi sebagai lembaga

hukum terhadap pelanggaran hak-hak yang tercantum di dalam ECHR).

Dibentuknya ECtHR sebagai badan hukum CoE merupakan hasil

pemikiran politik kontemporer yang menekankan bahwa penindasan hak asasi

manusia dapat secara langsung berkaitan terhadap konflik internasional. Oleh

karena itu negara-negara di Eropa melakukan pendekatan supranasional49 dengan

membentuk sebuah konvensi yang diharapkan mampu mencegah perang di masa

47 Council of Europe, 1949, Statute of the Council of Europe, hlm.135.
48 European Court of Human Rights, 2005, Annual Report.
49 Sifat kegiatan atau organisasi dengan sasaran yang melebihi jangkauan kepentingan yang
dibatasi oleh batas politis dan geografis.
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depan.50 ECtHR dinilai sebagai pengadilan transnasional yang efektif untuk

pengaduan yang diajukan oleh perseorangan dan organisasi untuk melaporkan

pemerintahan mereka. Selain itu, laporan juga dapat diajukan oleh sesama negara

anggota karena adanya pelanggaran konvensi yang dilakukan oleh negara anggota

lainnya.51 Setelah diajukannya laporan, maka pengadilan akan menentukan

laporan tersebut akan diterima untuk diproses selanjutnya atau tidak. Ketentuan

tersebut terdapat pada Pasal 34 Konvensi52

“The Court may receive applications from any person, non-governmental
organisation or group of individual claiming to be the victim of a violation by one
of the High Contracting Parties of the rights set forth in the Convention or the
Protocols thereto. The High Contracting Parties undertake not to hinder in any
way the effective exercise of this right.”. ("Pengadilan dapat menerima
permohonan dari siapapun, organisasi non-pemerintah atau kelompok individu
yang mengaku sebagai korban pelanggaran oleh salah satu Pihak Tinggi mengenai
hak-hak yang tercantum dalam Konvensi atau Protokol ini. Para Pihak Tinggi
berusaha untuk tidak menghalangi pelaksanaan hak ini dengan efektif.”)

Sesuai dengan kebutuhan penelitian mengenai kasus S.A.S sebagai

seorang wanita muslim yang melaporkan negaranya, maka akan dijelaskan

mengenai mekanisme Individual Application (Permohonan Perseorangan)

terhadap laporan pelanggaran konvensi.  Mekanisme tahapan pelaporan yang

pertama dengan mengajukan permohonan kepada ECtHR. Laporan yang diajukan

kemudian diberikan dan akan diputuskan, apabila ditolak (inadmissibility) maka

kasus akan ditutup, sedangkan kasus yang diterima  (admissibility) akan diproses

lebih lanjut. Keputusan ini dilakukan oleh Hakim Tunggal (Single-Judge). Setelah

melalui proses penghakiman, maka akan keluar putusan yaitu ditemukannya

50 Robert Blackburn & Jorg Polakiewicz, 2001, The Institutions and Processes of the Convention,
in Fundamental Rights in European Convention on Human Rights and Its Member States; dalam
The French Headscarf Law Before The European Court of Human Rights. Journal of
Transnational Law and Policy, Vol. 16, oleh Kathryn Boustead, 2007, Hlm. 170-171.
51 Steven Greer, 2006, The European Counrt of Human Rights, Achievements, Problems and
Prospects, Cambridge University Press, hlm.1.
52 European Convention on Human Rights.
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pelanggaran terhadap konvensi atau tidak.  Pada tahap ini, pelapor dapat

mengajukan tinjauan kasus kepada Grand Chamber apabila dirasa hasil putusan

tidak sesuai. Kemudian kasus akan dikaji lagi, hingga menemukan Final

Judgement dari kasus yang diajukan.53

Pengadilan memiliki hakim berjumlah 46 orang yang dipilih dari negara

anggota dan tidak ada batasan pada jumlah hakim dari kebangsaan yang sama.

Hal ini dilakukan agar hakim bekerja dengan kapasitas pribadi mereka bukan

mewakili negara manapun sehingga hakim bersifat independen dan tidak dapat

ikut dalam kegiatan yang akan bertentangan dengan kewajiban independensi dan

ketidakberpihakan.54 Hakim dipilih oleh Majelis Parlemen Dewan Eropa yang

berasal dari daftar kandidat yang diajukan oleh masing-masing negara. untuk

jangka waktu 6 tahun dan masa jabatan seorang hakim akan berakhir ketika

mencapai usia 70 tahun.55

4.2 Laïcité Sebagai Paham Sekuler Perancis

Prinsip dasar sekuler Perancis disebut sebagai paham dasar laïcité bagi

kehidupan sosial negara. Laïcité merupakan sebuah bentuk sekulerisme yang

melarang adanya kebebasan dalam menunjukan identitas keagamaan di ruang

publik sehingga seluruh masyarakat Perancis dituntut untuk mau bekerja sama

dengan kebijakan tersebut.56 Berdasarkan laïcité, Perancis berusaha untuk

53 Skema Permohonan Perseorangan Terlampir.
54 Hakim harus memiliki karakter moral yang tinggi dan harus memenuhi kualifikasi yang
disyaratkan untuk pertemuan di kantor yudisial atau menjadi juri konsul dari kompetensi yang
diakui, ia juga harus bekerja di Pengadilan dalam kapasitas perseorangannya. Selama masa kerja,
hakim harus tidak terikat dalam aktifitas lain yang tidak sesuai dengan independensi mereka,
secara terpisah atau dikehendaki dalam kerja penuh waktu.
55 Ibid, 10.
56 Lina Ragep Powell, 2013. “The Constitutionality of France’s Ban on the Burqa in Light of the
European Convention’s Arslan v. Turkey Decision on Religious Freedom”. Hlm.42.
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menghadirkan kesetaraan melalui kesamaan di ruang publik dengan mencoba

menghilangkan perbedaan bahasa, etnis, budaya dan juga agama dari masing-

masing diri individu masyarakat Perancis.

Hadirnya laïcité merupakan prinsip lama Perancis yang dimuat dalam

Undang-Undang 1905 dengan adanya jaminan pelaksaan.57 Dalam Undang-

Undang tersebut, Perancis memisahkan antara urusan gereja dan negara. Laïcité

membebaskan dan memberi hak pada setiap warga negara dalam memilih agama

masing-masing, bahkan diperbolehkan untuk tidak beragama, sehingga agama

hanya difungsikan sebagai asosiasi ataupun perkumpulan dalam lingkup

masyarakat.58 Meskipun demikian, kebebasan agama yang diberikan hanya untuk

lingkup pribadinya, sehingga peran moral sosial yang telah dibentuk oleh suatu

ajaran agama tidak boleh dipublikasin dengan menunjukan identitas agamanya.

Selain laïcité yang mengatur pemisahan gereja dengan negara, dalam

konstitusi negara Perancis tahun 1948 juga mengatur mengenai prinsip dasar yang

dianut oleh Perancis. Dalam konstitusi tersebut tercantum bahwa Perancis

merupakan negara republik sosial, demokrasi, dan sekuler yang menjamin

kesetaraan semua warga di depan hukum tanpa membedakan asal, ras, atau

agama. Sehingga negara harus menghormati semua keyakinan yang ada di

Perancis,  tetapi seluruh warga negara juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai

“Liberty, Equality, Fraternity”.59

57 Liogier, “laïcité on the Edge in France”. Hlm 26.
58 Roosi Rusmawati, 2006 “Undang-Undang laïcité 2004: Sebuah Analisis Terhadap disahkannya
Undang-Undang Pelarangan Pemakaian Simbol-Simbol Keagamaan di Sekolah Negeri di
Perancis”, hlm.54.
59 Constitution of October 4, 1958”. Diakses pada 10 desember 2016. Tersedia di
http://www.assemblee-nationale.fr/english/#history.
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Laïcité menjadi konsep yang mendeskripsikan kekolektifan identitas

publik dari masyarakat Perancis dan juga sebagai landasan kepribadian nasional

yang mencerminkan makna dari “orang Perancis”.60 Selain itu, Laïcité digunakan

oleh masyarakat, politik, dan ilmuwan sebagai pondasi dasar dari tindakan politik

dan budaya di Perancis. Bahkan konsep ini digunakan untuk memahami dunia

politik kontemporer di Perancis.61 Sehingga masyarakat mayoritas Perancis

melindungi Laïcité dari tekanan kelompok minoritas yang mengancam identitas

sekuler negara, terutama dari kelompok yang bersifat religius. Dengan demikian.

hadirnya Islam sebagai agama yang berkembang di Perancis, kemudian dianggap

mampu merusak integritas dalam paham sekulerisme negara.

4.3 Larangan Menutup Wajah di Ruang Publik

Permasalahan mengenai larangan penggunakan penutup wajah diruang

publik merupakan larangan yang hadir setelah pemerintah Perancis mengesahkan

larangan mengenakan simbol keagamaan. Peraturan mengenai larangan simbol

keagamaan tersebut disahkan pada 15 Maret 2004 yang kemudian menjadi

Undang-Undang yang dimuat pada kode L.141-5-1 yaitu pasal mengenai

pendidikan dalam Constitution Du 4 Octobre 195862 dengan nama Loi n˚ 2004-

228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de

signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles,

colléges et lycées publiks (Undang-Undang Nomor 2004-228 yang mengatur

tentang prinsip laïcité, mengenakan simbol-simbol atau pakaian yang

60 Davis, “Lifting the Veil: France”s New Crusade,” 122.
61 Ibid, 120.
62Campusfance, 2006, Praktek Agama, Badan Nasional untuk Promosi Pendidikan Tinggi
Perancis di Luar Negeri, diakses pada 10 September 2016 melalui link:
<http://www.indonesie.campusfrance.org/id/node/9263>.
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mewujudkan afiliasi keagamaan di sekolah, perguruan tinggi dan sekolah

menengah umum miliki negara. 63

Larangan penggunaan simbol keagamaan pun kemudian mengerucut

hingga menjadi larangan menutup wajah di ruang publik.  Pada tanggal 9 Juni

2009, Andre Gerin yang merupakan Walikota Venissieux memperkenalkan

rancangan resolusi untuk sebuah komisi parelemen dalam menangani praktek

pemakaian cadar wajah di Perancis.64 Rancangan resolusi inipun mendapat

dukungan dari Nicolas Sarkozy yang saat itu menjabat sebagai Presiden.65

Rancangan tersebut kemudian mendorong Majelis Nasional untuk membentuk

Komisi Penyelidikan yang beranggotakan 32 anggota parlemen untuk melakukan

investigasi praktek pemakaian burqa di wilayah kekuasaan Perancis. Dalam

pengesahan Komisi Penyelidikan, Sarkozy menyampaikan pidatonya yang berisi:

“The Problem of the burqa is not a religious one. It is an issue of freedom
and dignity of the woman. The burqa is not a religious sign; it is a sign of
subserviense, a sign of debasement. I want to solemnly say, it will not be welcome
on the territory of the French Republic! Parlement has expressed its will to
address this question. This is the best way to proceed. There needs to be a debate
and all viewpoints must be expressed? But I say to you: let us not be ashamed of
our values, let us not be afraid of defending them”66 (Masalah burqa bukanlah
masalah agama. Ini adalah isu kebebasan dan martabat wanita tersebut. Burqa
bukanlah tanda agama; Ini adalah tanda subserviense, sebuah tanda penghinaan.
Saya ingin mengatakan dengan sungguh-sungguh, tidak akan diterima di wilayah
Republik Prancis! Parlement telah menyatakan keinginannya untuk menjawab
pertanyaan ini. Ini adalah cara terbaik untuk melanjutkan. Perlu ada debat dan
semua sudut pandang harus diungkapkan? Tapi saya katakan kepada Anda:
janganlah kita merasa malu dengan nilai-nilai kita, marilah kita tidak takut untuk
membela mereka)

63 Kenan Malik, 2015, The Failure of Multiculturalism: Community versus Society in Europe,
Foreign Affairs , no.2, hlm. 285.
64 Steven Erlanger, Burqa Faror Scrambles French Politics, diakses  pada 1 April 2017 nelalui
link http://www.nytimes.com.
65 Daniel Borton, 2012, Is the French Burka Ban Compatible with International Human Rights
Law Standarts?, Essex Human Rights vol.9, No.1, hlm.7.
66 Open Society Foundation, Unveiling the Truth, hlm.30.
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Pada tanggal 26 Januari 2010, Komisi Penyelidikan mengirimkan laporan

analisis terkait investigasi terhadap menggunaan niqab dan burqa dengan ketidak

sesuaian terhadap nilai-nilai sekulerisme Perancis.  Selain itu, komisi tersebut juga

membuat 18 rekomendasi terkait penggunaan cadar di ruang publik. 67 Laporan

tersebut kemudian dikirimkan ke Counsil d’Etat agar kemudian di pelajari dan

disahkan sebagai peraturan negara.

Dua bulan kemudian, pada tanggal 25 Maret 2010, Counsil d’Etat

memberikan persetujuan adanya konstitusi larangan penggunaan penutup wajah di

ruang publik. Hal tersebut dimaksudkan bahwa penggunaan penutup wajah yang

dimaksud mampu menimbulkan ancaman bagi keselamataan dan keamanan

publik. Selain itu, Counsil d’Etat juga menyarankan untuk menerapkan sanksi

bagi pengguna maupun bagi yang memaksa orang lain menggunakan penutup

wajah atau cadar.68

Rancangan konstitusi larangan tersebut kemudian disosialisasikan oleh

Perdana Menteri Francois Fillos di Majelis Nasional pada Mei 2010 dengan

menjelaskan tujuan, bahwa pembuatan hukum tersebut adalah untuk memelihara

keamanan dan ketertiban umum, kesetraaan gender, menjaga prinsip-prinsip dasar

Perancis, dan juga dapat menghilangkan identitas seorang wanita yang

memakainya.69 Hingga pada akhirnya, 13 Juli 2010, melalui proses persetujuan

Majelis Nasional, Senat, dan Dewan Konstitusi, rancangan tersebut berhasil

disahkan menjadi Konstitusi negara. Adapun ketentuan sanksi yang diberikan

67 Ibid, hlm.31.
68 Barton, Is the French Burka Ban Compatible with International Human Rights Law Standarts?,
hlm.8.
69 Application No.43835/11-S.A.S. v. France, Written Comment of the Open Society Justice
Initiative, Diakses pada 18 Maret 2017, melalui link
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projects/pl2520.asp.
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adalah berupa denda sebesar €150 bagi pengguna penutup wajah,dan  €30.000

bagi seseorang yang memaksa orang lain untuk mengenakannya juga akan

mendapat sanksi tahanan selama 1 tahun. Selain itu, apabila seseorang juga

memaksakan anak di bawah umur untuk mengenakannya, makan orang tersebut

akan didenda sebesar €60.000 dan tahanan selama 2 tahun penjara.70

Ditetapkannya peraturan larangan penyembunyian wajah  pada dasarnya

ditujukan untuk semua masyarakat Perancis, namun jarang terdengar kasus

pelanggaran akibat menggunakan penutup wajah seperti masker, helm, selendang,

maupun pakaian keagamaan wanita Nasrani ataupun Yahudi menyeruak seperti

halnya wanita muslim. Hal ini dikarenakan penggunaan penutup kepala bagi

kaum Nasrani saat ini hanya digunakan oleh para Biarawati Katolik. Begitupula

wanita Yahudi yang berada di Perancis saat ini, bercampurnya pemahaman

mereka dengan budaya sekuler, menjadikan wanita-wanita Yahudi yang taat tidak

lagi memakai penutup wajah kecuali bila mereka mengunjungi sinagog (tempat

ibadah Yahudi).

Namun berbeda bagi penggunaan penutup kepala hingga wajah wanita

muslim (burqa dan niqab) yang masih banyak ditemui dan dipertahankan oleh

wanita muslim di Perancis hingga saat ini. Sehingga penggunaan burqa dan niqab

menjadi suatu hal yang mencolok karena dikenakan setiap waktu di ranah

publik,71 dan memiliki nilai keagamaan pada penggunaanya. Berbeda pula dengan

pemakaian masker, helm, dan selendang yang tidak dilarang menggunaanya

70 Niki Cook, 2 arrested as France’s ban on burqas, niqabs, takes effect, diakses pada 27 Maret
2017, melalui link: http://edition.cnn.com.
71 Anastasia Vakulenko, 2007, Islamic Headscarves’ and the European Convention on Human
Rights: an Intersectional Perspective, Social & Legal Studies, Hlm.184.
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karena difungsikan untuk kesehatan dan keselamatan, sesuai dengan ketentuan

yang tertera pada peraturan negara.72

Gambar 4.1 Penutup Kepala dan Wajah Wanita Muslim, Nasrani, dan Yahudi.
Sumber: Anastasia Vakulenko, 2007, Islamic Headscarves’ and the European

Convention on Human Rights: an Intersectional Perspective.

4.4 Laporan S.A.S Kepada ECtHR

Berdasarkan Pasal 34 Konvensi HAM Eropa yang mengizinkan adanya

laporan terkait pelanggaran terhadap konvensi yang diajukan oleh individu, maka

pada tanggal 11 April 2011 terdaftar sebuah laporan kasus dengan nomer aplikasi

43835/11 oleh seorang warga negara Perancis untuk melawan Negaranya. Pihak

pengadilan mengabulkan permohonan pelapor untuk tidak menyebutkan namanya,

sehingga dalam kasus ini, pelapor akan disebut dengan inisial S.A.S.

S.A.S adalah warga negara Perancis yang lahir pada tahun 1990 dan

tinggal di Perancis. Ia merupakan keturunan Pakistan dengan tradisi keluarga

yang menganut budaya Sunni, sehingga tradisi mereka mengajarkan untuk

menghormati wanita yang mengenakan “full-face veil”73 di ruang publik. Dalam

menyampaikan permohonannya, S.A.S memberi pernyataan bahwa ia seorang

72 Lisa Bryant, 2013, Larangan Jilbab Picu Ketegangan di Perancis, 23 Juli, diakses pada 15
Maret 2017, melalui link: http://www.voaindonesia.com.
73 Penggunaan jilbab penuh, dalam hal ini yang dimaksud dengan jilbab penuh adalah pemikain
penutup kepala hingga kaki yang hanya menyisahkan celah pada bagian mata.
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muslim yang taat dan memakai burqa atau niqab sesuai dengan keyakinan pribadi,

religius, dan kebudayaannya. Ia juga menekankan bahwa baik suami maupun

anggota keluarganya tidak ada yang memberi tekanan padanya untuk berpakaian

dengan menggunakan penutup wajah.

S.A.S menambahkan bahwa ia mengenakan niqab di ruang publik tidak

secara terus menerus. Ketika berada di tempat umum saat berkonsultasi kesehatan

dengan dokter, atau saat ingin bersosialisasi di publik maka ia tidak mengenakan

niqabnya. Hal serupa juga ia lakukan jika sedang berada di kawasan dengan

sistem pengamanan yang mengharuskan seseorang untuk menunjukan identitas

fisiknya, maka S.A.S dengan suka rela akan menunjukan wajah saat

pemerikasaan. Hal tersebut ia lakukan karena untuk mematuhi peraturan dan

menghindari adanya kecurigaan padanya. Namun sebenarnya, S.A.S memiliki

harapan untuk dapat memakai niqab disetiap waktu dan tempat tanpa adanya

kekhawatiran akan pandangan orang lain. Tujuannya pun bukan untuk

mengganggu orang lain atau memberikan rasa tidak nyaman di ruang publik,

namun hal ini ia lakukan agar merasakan kedamaian batin untuk dirinya pribadi.

Pengesahan larangan penutup wajah tersebut memiliki tujuan yang

dikatakan Pemerintah Perancis untuk menjaga keamanan publik dan memberikan

jaminan untuk saling menghormati dalam hidup bersama di masyarakat. Hal ini

dikarenakan, wajah merupakan hal yang mendasar untuk memberikan dan

mengetahui timbal balik, melihat ekspresi wajah saat merespon dalam

berkomunikasi masyarakat Perancis. S.A.S menolak penjelasan dari tujuan

tersebut dengan alasan bahwa dengan menggunakan penutup wajah pun, ia masih

dapat merespon dan memberikan timbal balik komunikasi dengan suara yang
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jelas. Jika kecurigaan timbul karena tidak terlihatnya ekspresi wajah yang

tertutup, maka S.A.S menyatakan bahwa ada bentuk komunikasi verbal lain yang

seharusnya juga dilarang, yaitu penggunaan telekomunikasi seperti handphone.

Adanya penerapan sanksi hukum terkait pelaggaran larangan penggunan

penutup wajah inipun dianggap menjadi suatu hal yang ironis. S.A.S berpendapat

bahwa gagasan Pemerintah mengenai penggunaan penutup wajah yang tidak

sesuai dengan prinsip kesetaraan gender justru memperburuk ketidak setaraan

gender yang sedang ditangani. Kebebasan wanita untuk menentukan sendiri hal-

hal yang akan dilakukan terhadap fisik maupun kehidupannya merupakan bentuk

dari emansipasi wanita dan penegasan diri untuk kepuasan hati nurani tanpa

menggangu partisipasi mereka dalam masyarakat. Sehingga, S.A.S berpendapat

jika tidak benar wanita yang memakai niqab kemudian ditolak haknya untuk eksis

sebagai individu di depan umum, meskipun dalam penggunaannya tidak ada niat

motif dakwah, ataupun memberikan ancaman publik.

S.A.S lebih lanjut memberikan argumen bahwa pelarangan ini sangat

merugikan dirinya maupun wanita muslim lain karena peraturan tersebut

dirancang untuk menargetkan para wanita muslim yang menggunakan niqab dan

burqa dalam kehidupan sehari-harinya. Adanya kerugian yang didapat adalah

dalam bentuk diskriminasi secara tidak langsung. Pada penerapannya, larangan

penggunaan penutup wajah telah membuat wanita muslim tidak dapat

mengekspresikan keyakinannya dengan menggunakan full-veil face bahkan pada

saat bulan Ramadhan sekalipun peraturan tersebut tetap mengikat. Namun

terdapat pengecualian tidak dapat diberlakukannya larangan tersebut jika pakaian

yang menggunakan penutup wajah dibuat dalam konteks artistik dalam perayaan
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atau acara tradisional. Pengecualian tersebut menimbulkan pandangan

diskriminatif, sehingga memberi keuntungan bagi masyarakat Kristen yang dapat

mengenakan pakaian publik dengan menyembunyikan wajah mereka saat

perayaan hari besar keagamaan atau tradisional, seperti contohnya berpakaian

sebagai Santa Claus.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti

menyimpulkan bahwa :

1. Pada kajian perspektif liberal institusional yang mengakomodir

HAM individu telah dilakukan oleh ECtHR dengan melanjutkan

aspirasi S.A.S melalui proses peradilan terhadap laporan larangan

penggunaan penutup wajah di ruang publik.

2. ECtHR telah melakukan perannya sebagai organisasi internasional

yaitu yang pertama sebagai instrumen, hal ini dikarenakan putusan

akhir yang diberikan mendukung tujuan politik luar negeri

Perancis. Kedua, sebagai arena membahas masalah yang terjadi di

Perancis yaitu dengan menggunakan metode penyelesaian masalah

secara damai. Ketiga, sebagai aktor independen dengan

memberikan putusan akhir berlandaskan pada ketentuan dalam

ECHR.

3. Terdapat faktor situasional yang mempengaruhi putusan ECtHR

akibat dari berkembangnya isu global mengenai kepentingan

keamanan publik, sehingga ECtHR lebih mempertimbangkan

HAM yang berbasis living together untuk keamanan bersama.
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6.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dari penelitian yang telah

dilakukan ini adalah:

1. European Court of Human Rights telah melaksanakan perannya

sebagai organisasi internasional, namun hal tersebut menjadikan tidak

terakomodirnya hak minortitas. Sehingga, sebaiknya ECtHR sebagai

pengadilan transnasional yang menangani masalah hak asasi manusia

dapat lebih adaptif terhadap perkembangan isu global dengan

pertimbangan keamanan yang diimbangi dengan rasa nyaman melalui

pendekatan kesejahteraan.

2. Untuk penelitian selanjutnya, dengan adanya keterbatasan dalam

penelitan ini diharapkan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut

yang dapat melengkapi kekurangan dalam penelitian ini. Dengan

menggunakan perspektif maupun sudut pandang lain, hal tersebut

diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan dalam menghadapi

kondisi serupa dengan menggunakan berbagai analisis keilmuan.
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